
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

KECAMATAN TONJONG 
Jalan Raya Purwodadi No. 13 Tonjong Kode Pos 52271 

Website: tonjong.brebeskab.go.id E-mail: kantorcamattonjong@gmail.com 
 

 

KEPUTUSAN CAMAT TONJONG 
NOMOR: 09 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) YANG 
DIKECUALIKAN PADA KECAMATAN TONJONG TAHUN 2025 

CAMAT TONJONG, 
 

 
Menimbang :  

a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi, Kecamatan Tonjong sebagai badan publik 

wajib membuka akses bagi setiap pemohon untuk 

mendapatkan informasi publik kecuali informasi yang 

dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

b. bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu dibuatkan penetapan daftar informasi yang 

dikecualikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Daftar Informasi Yang Dikecualika di lingkungan Kecamatan 

Tonjong dengan Keputusan Camat Tonjong. 

 
Mengingat :  

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negera Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes; 

6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 550 / 133 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes; 

mailto:kantorcamattonjong@gmail.com


MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

KESATU :   Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikecualikan 

pada Kecamatan Tonjong sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran keputusan ini. 

KEDUA :   Daftar Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada uji 

konsekuensi informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan 

Tonjong. 

KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat dikeluarnya Keputusan ini 

dibebankan pada anggaran Kecamatan Tonjong. 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di  : Tonjong 

Pada Tanggal  : 14 Februari 2025 
CAMAT TONJONG, 

 
 
 

 
LUKMA HAKIM, SH.,S.IP 

Pembina Tk.I 
NIP. 19691108 199603 1 002 



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TONJONG 
NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG 
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 
(DIP) YANG DIKECUALIKAN 
PADA KECAMATAN TONJONG 

 

No Nama OPD Sumber 
Informasi 

Konten Infromasi Dasar Hukum Bunyi Dasar Hukum Batas Waktu 
Pengecualian 

Konsekuensi 

Akibat Jika 
Informasi Dibuka 

Manfaat Jika 
Informasi  

Ditutup 
1 Kecamatan 

Tonjong 
Kecamatan 
Tonjong 

Dokumen hasil atau 
proses penjatuhan 
hukuman disiplin/ 
pelanggaran etika 
pegawai 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 
tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik, 
Pasal 17 huruf b 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur mengenai 
informasi yang dikecualikan karena dapat mengganggu 

kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.  

Sampai 
adanya 
putusan 
penjatuhan 
hukuman disiplin 
terhadap pegawai 
yang bersangkutan 

Dapat 
menghambat 
Proses 
penjatuhan 
hukuman 
disiplin/ 
pelanggaran 
etika pegawai 

Proses 
penjatuhan 
hukuman 
disiplin/ 
pelanggaran 
etika pegawai 
dapat berjalan 
lancar 

   Dokumen usulan 
promosi dan mutasi 
pegawai 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 
tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik , 
Pasal 17 huruf h 

Pasal 17 huruf h Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang laporan 
mengenai pelayanan akses informasi publik.  
UU Nomor 14 Tahun 2008 bertujuan untuk:  

 Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, 
dan proses pengambilan kebijakan publik 

 Mendorong partisipasi masyarakat 

 Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 
negara 

 Mengembangkan masyarakat informasi 
 

Sampai 
adanya 
pelantikan 
pegawai yang 
bersangkutan 

Dapat 
mengungkap 
rahasia 
pribadi/jabatan 

Melindungi 
rahasia 
pribadi/jabatan 

   Biodata  
Pegawai serta  
Mitra 
kerjasama 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik , 
Pasal 17 huruf h 

Pasal 17 huruf h Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang laporan 
mengenai pelayanan akses informasi publik.  
UU Nomor 14 Tahun 2008 bertujuan untuk:  

 Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, 
dan proses pengambilan kebijakan publik 

 Mendorong partisipasi masyarakat 

 Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 
negara 

 Mengembangkan masyarakat informasi 
 

Sampai ada 
Persetujuan  
Dari yang  
bersangkutan 

Dapat mengungkap 
rahasia pribadi 

Melindungi rahasia 
pribadi 



   Dokumen 
Usulan 
promosi, 
mutasi dan 
rotasi pegawai 
 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 
17 huruf i 

Pasal 17 huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur mengenai 
informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU, salah 
satunya adalah keamanan sistem.  
UU KIP merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap 
orang untuk memperoleh informasi publik. UU ini juga mengatur 
kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik.  

 

Sampai adanya 
Pelantikan 
pegawai yang 
bersangkutan 

Dapat mengungkap 
Rahasia 
pribadi/jabatan 

Melindungi rahasia 
pribadi/jabatan 

   Dokumen 
notulen rapat 
berdasarkan sifat 
rapat 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 
17 huruf i 

Pasal 17 huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur mengenai 
informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU, salah 
satunya adalah keamanan sistem.  
UU KIP merupakan landasan hukum yang menjamin hak setiap 
orang untuk memperoleh informasi publik. UU ini juga mengatur 
kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik.  

 

 Dapat menimbulkan 
multi tafsir pihak- 
pihak tertentu. 
 

Menghindari 
informasi yang 
belum pasti dan 
dapat menimbulkan 
polemik 

   Data piutang, 
gaji dan 
tunjangan 
pegawai 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 
17 huruf h 

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan 
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap 
rahasia pribadi, yaitu: 
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan 
kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening 
bank seseorang; 
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan 
seseorang; dan/atau 
5. catatan yang menyangkut pribadi 
seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan 
pendidikan formal dan satuan pendidikan 
nonformal. 

Sampai ada 
persetujuan 
dari yang 
bersangkutan 

Dapat mengungkap 
rahasia pribadi 

Melindungi rahasia 
pribadi 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Seksi Pem & Yan um Se ksi Pem & Ya nu m 

   Dokumen 
pengajuan ijin 
perkawinan/p 
erceraian 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 
17 huruf h 

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan 
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap 
rahasia pribadi, yaitu: 
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan 
kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening 
bank seseorang; 
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan 
seseorang; dan/atau 
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang 
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal 
dan satuan pendidikan 
nonformal. 

Sampai ada 
persetujuan 
dari yang 
bersangkutan 

Dapat mengungkap 
rahasia pribadi 

Melindungi rahasia 
pribadi 

   Arsip / surat 
dinamis yang 
menurut 
sifatnya 
rahasia 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 
17 huruf i 

Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah 
memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau 
intra Badan Publik, yang menurut sifatnya 
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi 
atau pengadilan 

Sampai adanya 
putusan 
Komisi 
Informasi atau 
Pengadilan 

Dapat mengungkap 
rahasia Negara, Badan 
publik 

Melindungi 
kerahasiaan surat 

   Dokumen dan 
berita acara 
pembinaan 
aparatur 

UU Nomor 14 
Tahun 2008 
tentang KIP, Pasal 
17 huruf h 

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan 
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap 
rahasia pribadi, yaitu: 
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan 
kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank 
seseorang; 
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, 
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan 
seseorang; dan/atau 
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang 
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal 
dan satuan pendidikan 
nonformal. 

Sampai ada 
persetujuan 
dari yang 
bersangkutan 

Dapat mengungkap 
rahasia 
pribadi/jabatan 

Melindungi rahasia 
pribadi 

   Arsip dinamis 
yang 
menyangkut 
dokumen SPJ 
Keuangan 
kegiatan dan 
perjalanan 
Dinas 

UU No. 14 Tahun 
2008 tentang KIP 
pasal 17 huruf i 

Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah 
memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau 
intra Badan Publik, yang menurut sifatnya 
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi 
atau pengadilan; 

Terbatas 
sampai setelah 
selesai di Audit 

Dapat disalahgunakan 
oleh pihak-pihak 
tertentu 

Melindungi 
kerahasiaan 
dokumen 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Subbag Progra m dan K euanga n 

   Berita Acara 
Pemeriksaan 
Apartur 
Pemerintahan 
Desa atas 
dugaan 
pelanggaran 
disiplin 

Undang-undang No. 
14 tentang Desa 
Pasal 17 Huruf h 

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ( 
lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) 

Terbuka 
sepanjang 
Perangkat 
Desa 
terperiksa dan 
/ atau saksi 
memberikan 
persetujuan 
tertulis 

Informasi yang 
berkaitan dengan hak 
pribadi 

Bersifat rahasia 
berdasarkan 
ketentuan 

   Data 
Kependudukan 

Undang-undang 
No.24 Tahun 2013 
Pasal 2013 Pasal 79 
Tentang 
Kependudukan 

informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 
Undang-Undang. 

Tidak Ada 
Batas Waktu 

Dapat mengungkap 
rahasia pribadi ( 
anggota Keluarga, 
asset dan Keuangan) 

Melindungi rahasia 

   Data Surat 
Keterangan 
Ahli Waris 

Undang-undang 
No.24 Tahun 2013 
Pasal 2013 Pasal 79 
Tentang 
Kependudukan 

Pasal 79 UU 24 Tahun 2013 menjelaskan: (1) Data 
Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib 
disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. 
(2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan 
hak akses Data Kependudukan kepada petugas 
provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta 
pengguna. 

Sampai selesai 
proses 
pembebasan 
tanah 

Dapat mengganggu 
proses pengadaan 
tanah 

Mencegah spekulan 
tanah 

   Pengajuan 
Adopsi 

UU No 35 Tahun 
2014 

UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi 
kependudukan, serta untuk memastikan kepastian 
hukum dalam hal kependudukan. Hal ini sejalan dengan 
upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola 
kependudukan yang baik dan mengoptimalkan 
pengelolaan data kependudukan sebagai sumber 
informasi dasar bagi kepentingan pembangunan 
nasional. Selain itu, UU ini juga didasarkan pada tujuan 
untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak 
kependudukan bagi seluruh warga negara Indonesia. 

Tidak Ada 
Batas Waktu 

Kode Etik Terlindungi 
Privasinya 

 



   Rencana lokasi 
Jembatan/ 
Bangunan dan 
detail trace 
jalan 

Undang-Undang 
Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 
2008 tentang 
Keterbukaan 
Informasi Publik 
pasal 17 huruf e 
angka 4 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 
huruf e angka 4 berbunyi rencana awal penjualan atau 
pembelian tanah atau properti 

Sampai selesai 
proses pembebasan 
tanah 

Dapat mengganggu 
proses pengadaan 
tanah 

Dapat mengganggu 
proses pengadaan 
tanah 

 
 

Camat Tonjong 
 
 

 
LUKMAN HAKIM, SH., S.IP 

Pembina 

NIP. 19691108 199603 1 



 


